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ABSTRAK  :  Bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan anggaran dana hibah Pemilihan Umum 

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan  dalam rangka 

melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana 

Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah: 

Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa 

Tengah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah; Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang 

Mekanisme Pengelolaan Hibah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017; Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk 

Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 



tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi 

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah  Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standarisasi Kegiatan 

dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa 

Kebutuhan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017; Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang 

Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman 

Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertangungjawaban Penggunaan 

Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan 

Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium 

untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

80/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan 

Honorarium untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam 

Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

81/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam 

Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-



Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.  

 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 

18/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 diatur tentang: 

Menetapkan Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana  Hibah 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Petunjuk Teknis 

adalah petunjuk di dalam mengelola dan menyusun pertanggungjawaban 

penggunaan dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 

Tahun 2018  yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. 

 

CATATAN  : -  Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 September 2017 

- Lampiran 59 halaman 


